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PUTUSAN
Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Lbj
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)
W

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Ismail bin Ahmad Latif, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Nelayan, Pendidikan SD, Alamat Lingkungan V,
RT/RW: 012/006, Kelurahan Labuan Bajo,
Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat,
Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili

elektronik (e-mail: bangketucomketu@gmail.com)

sebagai Pemohon;
Anisa binti Kasmia Tangkur, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Wiraswasta, Pendidikan SD, Alamat, Wae Waso,
RT.001, RW..001, Desa Batu Cermin, Kecamatan
Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi
Nusa Tenggara Timur, sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa bukti-bukti di
persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Agutus
2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo
dalam register perkara Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Lbj tanggal 11 Agustus 2022,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2014, Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, sebagaimana
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sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/02/1/2014, tertanggal 02

Januari 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah kediaman bersama selama 6 Tahun 4 Bulan dan belum di
karuniai anak;

3. Bahwa sejak Juni 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

o Bahwa Termohon tidak memberi keturunan kepada Pemohon,
karena Termohon sakit;

o Bahwa Pemohon setiap hari mencari nafkah untuk Termohon, tetapi
Uang tersebut hanya di kelola Termohon sendiri;

o Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
Termohon tidak kasih makan Pemohon, Pemohon sudah mencoba
bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap,
namun Termohon tidak merubah sikap;

o Bahwa puncaknya pada bulan Juni tahun 2020 terjadi pertengkaran
masalah yang sama kemudian Termohon mengusir Pemohon ;

4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai
dengan ketentuan syara’, karenanya Pemohon bersedia memberi
nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 300.000
serta mut’ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 200.000;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon
untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya
berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis

Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
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Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Ismail bin Ahmad Latif ) untuk
menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Anisa binti Kasmia
Tangkur) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo setelah
putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum
ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:

o Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 300.000;

o Mut’ah berupa uang sejumlah Rp. 200.000;

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon
hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula
mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun
kepadanya telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali oleh Jurusita Pengadilan
Agama Labuan Bajo tanggal 15 dan 22 Agustus 2022;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka upaya
mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, di persidangan Majelis
Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon agar
bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan
tetapi tidak berhasil lalu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat
permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh
Pemohon;

Bahwa Termohon tidak dapat dimintakan keterangannya karena tidak
pernah hadir selama persidangan berlangsung, selanjutnya persidangan
dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah

mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi:
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A. Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/02/1/2014, tertanggal 02 Januari
2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, telah
bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok
dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta
diberi kode (P);

B. Saksi

1. Kartini binti Jumadi, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SD,
pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal Air Kemiri, RT. 001, RW.
002, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat,
di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah
tetangga;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, akan tetapi
belum dikaruniai anak;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kos-
kosan di Waekesambi kemudian tinggal di rumah sendiri di Air
Kemiri;

- Bahwa saksi sering mendengar secara langsung pertengkaran
antara Pemohon dan Termohon, dan penyebabnya adalah masalah
tidak punya anak dan masalah keuangan dimana kalau Pemohon
pulang mencari ikan di laut atau pulang mancing Termohon selalu
marah kalau hasilnya kurang banyak;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Termohon sering melempar buku
nikah jika terjadi pertengkatran;

- Bahwa saksi hanya mengetahui Pemohon dan Termohon sudah
tidak bersama lagi sejak tahun 2020;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak
ada komunikasi lagi;
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- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan agar Pemohon dan
Termohon rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan
Termohon;

2. Susmita binti Rahmat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Air Kemiri, RT. 001, RW.

002, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo,, Kabupaten Manggarai Barat,

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah
tetangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan
dikaruniai anak;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kos-
kosan kemudian pindah di Air Kemiri;

- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran Pemohon dan
Termohon, saksi mendengar sendiri penyebabnya adalah masalah
tidak punya keturunan dan saksi mengetahui bahwa Pemohon dan
Termohon sudah tidak bersama lagi tahun 2020;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah
tidak ada lagi komunikasi;

- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan agar Pemohon dan
Termohon rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan
Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menerima dan
membenarkan keterangan saksinya sedangkan Termohon tidak dapat
didengar keterangannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di
depan persidangan bahwa Pemohon sanggup untuk membayar kepada
Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama
berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu
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rupiah), Mut’ah berupa uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah),
serta mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan
bahwa pokok sengketa adalah permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang
dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara
a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama,;

Menimbang, bahwa Termohon yang beralamat di Kabupaten Manggarai
Barat sebagaimana alamat dalam surat Permohonan Pemohon, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara a quo
adalah wewenang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula
mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, pada hal
kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dengan relaas
Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Lbj tanggal 15 dan 22 Agustus 2022 melalui Jurusita
Pengadilan Agama Labuan Bajo, sedang tidak ternyata bahwa tidakhadirnya itu
disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan,

maka upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah
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Agung nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun di persidangan
Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat dan saran-saran kepada
Pemohon agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Termohon,
namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan
Termohon pada tanggal 2 Februari 2014, sebagaimana duplikat kutipan akta
nikah Nomor: 02/02/1/2014, tertanggal 02 Januari 2014, dan perkawinan
tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon
mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap
Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa
Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami karena sering Termohon
tidak menyiapkan makanan ketika pulang mencari ikan di laut, Termohon tidak
bisa mengelolah keuangan jika ada uang hasil jual ikan dan Termohon sudah
mencoba untuk bersabar dan menasehati Termohon akan tetapi Termohon
tidak mau menuruti nasehat Pemohon sebagai suami dan puncaknya pada
bulan Juli 2020 Termohon mengusir Pmohon sehingga sejak bulan Juli 2020
antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di
persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun,
dengan demikian Termohon dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak
ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan
diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), hal ini sesuai pula dengan
pendapat Hadits Rasulullah yang terdapat dalam Ahkam Al-Quran Ii Al
Jashash, Maugqi’ul Islam, Juz 08 halaman 201 selanjutnya diambil alih sebagai
pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

A Y allh pgd an ald fualecall aSla e aSla ) Sa e

Artinya : Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan
tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya

menjadi gugur”;
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Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun perkara ini
diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), namun alasan-alasan
perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P serta 2 (dua) orang saksi, masing-
masing bernama Kartini binti Jumadi dan Susmita binti Rahmat;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah,
yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi
tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta
otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai
Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat
bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut,
di bawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah tidak harmonis karena Termohon sering merasa tidak puas dengan
penghasilan Pemohon sebagai nelayan dan masalah belum mempunyai
keturunan sehingga saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat
tinggal selama sejak tahun 2020, dan selama itu antara keduanya sudah tidak
pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas,
didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan
keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi
tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal
307, Pasal 308 dan Pasal 309 RB.g. juncto Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon di atas dipandang telah memenuhi syarat
formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat
umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami
istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat

istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua
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orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang

karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya

berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan
tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui
keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa
keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya
menerangkan suatu akibat hukum (rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum
sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam
yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim
Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan
fakta persidangan di atas, yaitu antara Pemohon dengan Termohon yang
merupakan sepasang suami istri sah, telah berpisah tempat tinggal sejak tahun
2020 dan setelah didamaikan oleh pihak keluarga tetap tidak berhasil
merukunkan keduanya, di samping itu Termohon tidak menggunakan hak
jawabnya, maka patut diduga (ghalabat al-zhann) dan mempunyai kekuatan
hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Pemohon dengan Termohon
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga
Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan
oleh Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

— Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang
sah, dan belum dikaruniai anak;

— Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi,
karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan Termohon selalu
merasa tidak puas dengan penghasilan Pemohon sebagai nelayan;

— Bahwa akibat Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami seperti
tidak mengurusi makanan seperti masak nasi sehingga Pemohon dan

Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
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— Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak
pernah saling mengunjungi;

— Bahwa Pemohon di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-
sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;

— Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan
Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon menuntut agar diberi
izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, akan
dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam kehidupan
rumah tangganya telah berpisah kurang lebih 2 (dua) tahun maka keadaan
rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian disimpulkan sebagai
suatu rumah tangga yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut,
terbukti Pemohon dan Termohon tidak dapat melaksanakan hak dan
kewajibannya sebagai suami isteri, maka berarti Pemohon dan Termohon telah
gagal membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia
sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu mengingat Hadist
Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran yang selanjutnya diambil alih sebagai
pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

- Hadits Nabi Muhammad SAW :
e Ny e Y
Artinya: “Tidak boleh membuat penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh
membuat penderitaan bagi orang lain”
- Al Quran surat Al Bagarah 229 yang berbunyi:
tl

.‘_;Il.....-..'!-lls_‘ ?l:l)-ﬂ-nn: jl u—ng."'-: illll.n.wdlLi ,_}ILE.,.A J}chLJ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali maka setelah itu boleh rujuk

dengan cara yang ma’ruf atau cerai dengan cara yang baik®;
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Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor
534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 juga ditemukan suatu kaidah hukum
bahwa dalam perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri,
apakah masih dapat dipertahankan atau tidak tanpa mempersoalkan apa dan
siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga
tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan a quo,
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan
Termohon adalah merupakan jalan yang lebih baik daripada tetap
mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah
apabila tetap dipertahankan, maka akan lebih banyak menimbulkan
penderitaan-penderitaan dari pada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dipandang telah
memenuhi alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana ditentukan Pasal
19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf
(b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan
sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai,
maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh
Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj';

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Labuan Bajo adalah talak satu raj'i, maka sebagaimana maksud Pasal 118
Kompilasi Hukum Islam bahwa suami (Pemohon) berhak rujuk dengan bekas
isterinya (Termohon) selama dalam masa iddabh;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil
permohonan a quo Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka
petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon sanggup untuk
membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang
Pengadilan Agama berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 300.000
(tiga ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 200.000 (dua

ratus ribu rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;
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Menimbang, bahwa pemberian nafkah iddah kepada Termohon demi
kemaslahatan Termohon yang hendak diceraikan oleh suaminya yang akan
menjalani masa menunggu selama 3 (tiga) bulan masa iddah, maka Majelis
Hakim berpendapat Pemohon wajib memberikan nafkah iddah kepada
Termohon;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas telah
bersesuaian dengan doktrin/pendapat Ahli Figh dalam Kitab Igna’ Juz Il
halaman 402 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yang
menyatakan:

oLl aad) g Jla il (g3l

Artinya: Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri.

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah Majelis Hakim memandang perlu
mengetengahkan petunjuk Allah SWT. yang terdapat dalam Al-Qur an Surat al-
Bagarah ayat: 241, yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang berbunyi:

culibally s cagially Ba o Ga40)

Artinya: “Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan

hendaklah diberi mut’ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi
orang-orang yang bertagwa”;

Menimbang, bahwa meskipun selama persidangan Termohon tidak
pernah hadir, namun pemberian mut'ah oleh Pemohon kepada Termohon
semata-mata bertujuan untuk menghibur hati Termohon vyang telah
membaktikan dirinya sejak tanggal pernikahan 9 Desember 2012. Oleh
karenanya sesuai dengan doktrin/pendapat Ahli Figh Abu Zahrah dalam
kitabnya Al-Ahwalus Syahsiyah halaman 334 yang diambil alih sebagai
pendapat Majelis Hakim yang berbunyi, artinya: “Apabila terjadi talak sesudah
dukhul tanpa kerelaan isteri hendaknya bagi isteri diberi mut’ah selama 1 (satu)
tahun setelah selesai iddahnya”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terkait nafkah iddah dan mut'ah
dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor
280K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang menyatakan: “Apabila terjadi
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perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan
hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan™,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
petitum angka 3 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menghukum
Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di
depan sidang Pengadilan Agama berupa nafkah iddah sejumlah Rp. 300.000
(tiga ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 200.000 (dua
ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan

yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Ismail bin Ahmad Latif) untuk
menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Anisa binti Kasmia
Tangkur) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
4.2. Mut’ah berupa uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah, dan mut'ah
sebagaimana tersebut di atas kepada Termohon sebelum Pemohon
mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim
pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 Miladiyah, bertepatan dengan
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tanggal 2 Shfar 1443 Hijriyah, oleh Irwahidah MS., S. Ag., M.H. sebagai Ketua
Majelis, Harifa, S.E.l. dan Muhammad Haris Anwar, S.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Kaharudin.,

S.H.l. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon;
Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Harifa, S.E.I. Irwahidah MS., S. Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Muhammad Haris Anwar, S.H.
Panitera Pengganti,

Kaharudin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran Rp  30.000,00
Biaya Proses Rp  50.000,00
Biaya Panggilan Rp 200.000,00
Biaya PNBP Panggilan Rp  20.000,00
Redaksi Rp  10.000,00
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Meterai Rp  10.000,00
Jumlah Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
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